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ABSTRAK : - Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian 
daerah serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya untuk menambah 
dan memupuk sumber pendapatan daerah, antara lain dengan 
melaksanakan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial 
dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan. Dalam rangka 
pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah  
sebagai Pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan 
pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah 
Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan 
Modal Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Blora Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora Dan 
Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.  

Dasar Hukum  - Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965;  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara;  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-
Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan 
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011; Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  
2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  
2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas 
(PT) Bank Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 



Nomor 11 Tahun 2008 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan 
Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
”Blora”; 

 
-       Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Blora pada BUMD Kabupaten Blora dan BUMD 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021  dengan menetapkan batasan 
istilah yang digunakan dalam pengaturannya.  Maksud dan tujuan 
penyertaan modal. Ruang lingkup penyertaan modal meliputi PT.Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD. BPR “BLORA”, PD. BPR BKK 
BLORA. Bentuk dan pelaksanaa.  
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Maret  
2017. 

- Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap BUMD 
Kabupaten dan BUMD Provinsi, Penyertaan Modal tetap berlaku dan 
dianggap sah. 

- Penjelasan: 2 hlm 
 

 


